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Laporan Hlasil "Pemeviksaan dan Pengawasan

Pada Pengadilan Agama Jakarta Barat
PERIODE 12-14 NOVEMBER 2019




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Sang Khalik, Allah SWT, Sang Pencipta
alam semesta ini. Sebab atas karunia dan inayah-Nya, Laporan Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Periode November 2019 di Pengadilan Agama Jakarta Barat dapat selesai
dengan baik. Juga tidak lupa shalawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad
SAW, nabi akhir zaman.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung
di Propinsi DKI Jakarta, sudah menjadi tugas pokok untuk selalu melakukan pembinaan
dan pengawasan bagi pengadilan agama yang berada dalam wilayah yurisdiksinya.
Untuk Periode November 2019, PTA DKI Jakarta melakukan pembinaan dan
pengawasan dalam bidang Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi
Persidangan, dan Administrsi Umum meliputi Kepegawaian dan Ortala, Perencanaan,
IT dan Pelaporan, Umum dan Keuangan. Termasuk SIPP, Web Site, Pelayanan Publik
dan Sembilan Aplikasi Ditjen Badilag.

Tim Hatibinwasda untuk Pengadilan Agama Jakarta Barat terdiri dari 2 hakim
tinggi, 1 panitera pengganti dan 1 kepala sub bagian, berbagi tugas yang berimbang
sehingga waktu yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.

Besar harapan kami, semoga laporan ini bermanfaat dan apa yang menjadi
temuan dapat diperbaiki.Tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik-
Nya, jika ada saran dan kritik, kami menerima dengan tangan terbuka.

Demikian, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Jakarta, 14 November 2019

Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan
PA Jakarta Batat,



—

DAFTAR ISI

BABI PENDAHULUAN

Dasar Pelaksanaan Pengawasan
Ruang Lingkup Pengawasan
Tujuan Pengawasan

Metoda Pengawasan

Waktu Pelaksanaan

Tim Pembinaan dan Pengawasan

W m"mmoowm»

ABIl HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Manajemen Peradilan

Administrasi Perkara

Administrasi Persidangan

Administrasi Kesekretariatan

Pelayanan Publik

Implementasi SIPP

Implementasi WEB SITE

Implementasi Sembilan Aplikasi Ditjen Badilag
Pelaksanaan Perkara Eksekusi

—IEMMOODP

BABII KESIMPULAN
BABIV REKOMENDASI
BABV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Surat Tugas;

2. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Penutupan Buku Kas Keuangan
Perkara Dan Pendukungnya

Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Penutupan Buku Kas Keuangan Umum
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6. Tinjauan Manajemen, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Penanganan
Benturan dan Kepentingan, dan Standar Pelayanan (undangan, absensi
dan notulen);

7. Tinjauan Manajemen, Laporan Komunikasi Manajemen Pelantikan
Panitera;

8. Rekap Pembagian, Kinerja dan Beban Perkara Hakim Bulan Oktober 2019;

9. Rekap Perkara Putus Dalam Aplikasi SIPP Tanggal 11 November 2019;

10. Rekap Perkara Putus Dalam Aplikasi SIPP Tanggal 12 November 2019;

11.Laporan Perkara Lebih dari Lima Bulan (Oktober 2019);

12.Pelaksanaan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi;

13.Pelaksanaan Pemeriksaan Hakim Pengawan Bidang (Jadwal, Hasil
Pemeriksaan Juli-September, Tindak Lanjut Hawasbid Triwulan I11);

14.Laporan Perbandingan Nilai Triwulan | dan Il oleh Dijen Badilag;

15.Monitoring Kepatuhan Penyelenggaran Negara Tentang LHKPN;

16. Surat Keterangan KPA Jakarta Pusat Tentang Uang Konsinyasi;

17.Kontrak Kinerja;

18.Berita Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemerikaan dan Pembinaan
Periode November 2019;

19.Undangan Acara Ekspose;

20.Notulen Acara Ekspose;

21.Absensi Acara Ekspose;

22.Dokumentasi Acara Ekspose;







BAB |
PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku |
dan Buku Il (Edisi Revisi);

Buku IV Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Di Pengadilan
Secara Elektronik jo Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor 1294/
DjA/HK.00.6/SK/05/2018Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Nomor WS-A/181/PS.01/1/2018, tanggal 2 Januari 2019, tentang
Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, dan Surat Tugas
Nomor W9-A/2168/PS.01/11/2019 tanggal 11 November 2019.
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B. Ruang Lingkup Pengawasan

1.
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Bidang Manajemen Peradilan
Bidang Administrasi Perkara;

Bidang Administrasi Persidangan
Bidang Administrasi Kesekretariatan;
Bidang Pelayanan Publik;

Bidang Implementasi SIPP

Bidang Implementasi Website.
Sembilan Aplikasi ditjen Badilag

Pelaksanaan Perkara Eksekusi

C. Tujuan Pengawasan

1.

Untuk memantau pelaksanaan Manajemen Peradilan secara baik
dan benar;

Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran,
kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Peradilan;

Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-
permasalahan  yang terdapat dilapangan, memberikan
pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan
untuk menindaklanjuti dan dalam mengambil keputusan;

D. Metodologi Pengawasan

1s

Memeriksa yang terkait dengan Manajemen Peradilandan
Pelayanan publik;

Melakukan pemeriksaan teknis administratif berkas perkara
terhadap perkara-perkarayang telah diputus:

Memeriksa seluruh buku register, seluruh buku jurnal, buku induk
keuangan perkara, minutasi perkara, keuangan perkara serta
laporan perkara, pengelolaan PNBP, dan lain-lain, dengan cara
mengamati apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan buku
pedoman pelaksanaan tugas dan Buku Bindalmin (Buku Il MARI
Edisi Revisi Tahun 2013);

Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Di
Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Dirjen Badilag MARI




Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik
(terutama pada Pasal 29, 30, 33 dan 36), sebagai dasar yang lebih
menguatkan arah pemeriksaan kepada administrasi elektronik
dalam hal ini SIPP;

5. Wawancara dengan beberapa pejaba% dan staf yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas;

Memeriksa bidang kesekretariatan,

Memeriksa SIPP

Memeriksa Website

Wawancara tentang Sembilan Aplikasi Ditien Badilag, yakni

Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi

Informasi Produk, Aplikasi Basis Data Kemiskinan, Aplikasi e-

Register, Aplikasi e-Keuangan, Aplikasi PNBP, Aplikasi e-

Eksaminasi dan Badilag Command Center

10. Wawancara tentang pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan
hukum tetap yang dimohonkan eksekusi
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. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor WS9-A/2168/PS.01/11/2019 tanggal 11 November 2019,
pengawasan di Pengadilan Agama Jakarta Barat dilaksanakan selama
tiga hari, terhitung dari tanggal 12 s.d 14 November 2019.

. Tim Pembinaan dan Pengawasan

Tim terdiri dari dua orang hakim tinggi, satu panitera pengganti dan
satu orang kepala sub bagian, data selengkapnya sebagai berikut:
(Lampiran 1)

1. Nama . Drs. H.Achmad Hanifah, M.H.E.S..
NIP : 19590706 198903 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama (IV/e)

Jabatan . Ketua Tim/Hakim Utama

2. Nama :  Drs. H.U.Syihabuddin, S.H., M.H.
NIP : 19570930 198503 1 001
Pangkat/Golongan :  Pembina Utama(lV/e)

Jabatan :  Anggota/Hakim Utama




3.,. Nama : Nastiti Dewi, S.H.

NIP ;. 196808141993032005
Pangkat/Golongan  :  Penata Tk.I (lll/d)
Jabatan | . Sekretaris/Panitera Pengganti

} 4. Nama : Abdul Haris Rangkuti, S.E., M.H.
NIP :197701052009121001
Pangkat/Golongan : Penata (lll/c)
Jabatan . Asisten/Kasub Bag Tata Usaha dan

Rumat Tangga

I, T, N







BAB Il
HASIL PENGAWASAN

Mengawali acara binwas, telah dilaksanakan Pemeriksaan Kas
Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya dan telah
dibuatkan berita acara penutupannya. (Lampiran 2)

A. MANAJEMEN PERADILAN

Pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, empat pilar peradilan,
yakni ketua, wakil ketua, panitera dan sekretaris telah berjalan secara

E harmonis dan baik. Hal ini dibuktikan dengan unsur-unsur:

1. Struktur Organisasi
Terdapat Bagan Stuktur Organisasi, semua pimpinan, hakim dan
pejabat telah terisi, kecuali panitera muda permohonan, yang

pensiun pada bulan Agustus 2019 (Lampiran 5);

2. Susunan Majelis
Surat Keputusan Susunan Majelis Hakim Tahun 2019 telah dibuat

dan direvisi;

3. Penyelesaian Perkara
Pembagian berkas perkara telah berjalan dengan baik (Lampiran 8)
dan telah dimasukan dalam SIPP, termasuk untuk perkara yang
putus pada tanggal 11 dan 12 November 2019 (Lampiran 9 dan 10)
dan Laporan Perkara Lebih Lima Bulan (Lampiran 11);

4. Pemeriksaan Hawasbid
Surat Keputusan tentang Hawasbid 2019 telah dibuat dan telah
direvisi. Pemeriksaan Hawasbig telah dijadwalkan dan telah

terlaksana pada Triwulan I, II. Untuk Triwulan Il telah ditindaklanjuti

pada tanggal 11 Oktober 2019 (Lampiran 13);
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5. Pelaksanaan Eksekusi
Ada sembilan berkas perkara yang dimohonkan eksekusi, semuanya

l masih dalam proses dengan kendala masing-masing

6. Komunikasi Manajemen

gy

Gejala miss komunikasi mengenai tertundanya pelantikan panitera
PA Jakarta Barat telah dapat diselesaikan dengan baik, dengan
dilantiknya panitera tersebut pada tanggal 2 September 2019
(Lampiran 7) dan PA Jakarta Barat telah melakukan Sosialisasi
Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan dan  Standart

Pelayanan (Lampiran 6)

7. Nilai Kinerja Perbandingan Triwulan | dan Il
Pada ftriwulan |, PA Jakarta Barat mendapat nilai 69,5922,
sedangkan pada Triwulan Il terdapat menurunan -11,634%, menjadi
62,344. Sesuai laporan Ketua PA Jakarta Barat, tertanggal
13 November 2019, disebabkan karena pada bulan Juni sejumlah
5 orang hakim mutasi dan hanya 2 yang mutasi ke PA Jakarta Barat,
8 orang jurusita pengganti mengalami promosi dan mutasi dan
panitera muda permohonan memasukin masa purna bakti

(Lampiran 14)

8. Pelaksanaan Sembilan Aplikasi,
Dari sembilan aplikasi Ditjen Badilag , yang telah tersambung di PA
Jakarta Barat pada akhir bulan Oktober 2019 sebanyak 8 aplikasi,
sedangkan untuk Aplikasi Notifikasi Perkara masih dalam proses

pemasangan instalasi;

9. LHKPN
L]
Seluruh unsur pimpinan, hakim dan pejabat telah membuat LHKPN
2019 (Lampiran 15);
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B. ADMINISTRASI PERKARA
1. Register Induk Perkara Gugatan Bulan Mei Tahun 2019

Kondisi :
} Dalam penutupan Buku Register (RI-PA IG) secara manual, sudah
dibuatkan keterangan penutupan buku tersebut dan sudah
ditandatangani oleh petugas register namun tidak ditandatangani
oleh panitera.
Kriteria:
Register Induk Perkara Gugatan hendaknya ditutup setiap akhir bulan
dengan ditandatangani oleh petugas register dan diketahui serta
ditandatangani oleh panitera. (Vide Buku II, hal. 24, Edisi 2013).
Sebab :
Kurangnya petunjuk dan pengawasan dari atasan dalam pengisian
Register Induk Perkara Gugatan, serta karena adanya tugas
tambahan yang diberikan kepada petugas register.
Akibat :
Buku Register Induk Perkara Gugatan untuk bulan Mei 2019 sampai
sekarang belum juga ditandatangani oleh panitera, terlebih panitera

yang bertanggung jawab pada saat itu sekarang sudah purna tugas.
2. Register Perkara Banding Tahun 2019

Kondisi : *

Buku Register Perkara Banding dari mulai bulan Januari 2019
dengan No. Perkara 47/Pdt.G/2019/PA.JB, sampai bulan Oktober
2019 dengan Nomor Perkara 2811/Pdt.G/2019/PA.JB setiap
bulannya terus bersambung dan tidak pernah ditutup oleh petugas

register;

Kriteria :

Register Perkara Banding selain memuat seluruh data perkara
banding yang pengisiannya dilaksanakan dengan tertib, namun
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setiap akhir bulan buku register tersebut harus ditutup oleh petugas
register kemudian diketahui dan ditandatangani oleh panitera. (Vide
Buku Il hal. 49, Edisi tahun 2013).

Sebab :

Kurangnya petunjuk dan pengawasan dari atasan dalam pengisian
Register Perkara Banding, serta karena adanya tugas tambahan
yang diberikan kepada petugas register.

Akibat:

Buku Register Perkara Banding tahun 2019 sampai sekarang belum
bisa dilakukan penutupan karena tidak ada ruang/halaman kosong

dari setiap akhir bulan akibat dari bersambungnya pengisian register.
* 3. Pengiriman Berkas Banding Ke PTA

Kondisi :

Masih ada keterlambatan pengiriman berkas banding ke PTA,
melebihi satu bulan dari sejak permohonan banding diajukan, seperti
perkara Nomor 1162/Pdt.G/2019/PA.JB. putus tanggal 12
September 2019, pernyataan banding tanggal 23 September 2019,
sampai sekarang berkas banding tersebut belum dikirim ke PTA.
Kriteria :

Satu bulan sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara
banding berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke
Pengadilan Tinggi Agama. (Vide Undang-aundang Nomomr 20
Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Pasal 11 ayat (2), serta
Buku Il, hal. 7 — 8, Edisi tahun 2013).

Sebab :

Perkara Nomor 1162/Pdt.G/2019/PA.JB, jenis perkara waris
Pembanding berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta
Barat, dan menunggu berkas lengkap, seperti pemberitahuan banding

kepada terbanding, memori banding, pemberitahuan memori banding

dan seterusnya sampai inzage baru dikirim ke PTA:;

‘____———___
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Akibat :
Pelayanan terhadap pihak yang mengajukan banding mengalami
keterlambatan, karena berkas banding dikiim ke PTA melebihi

waktu yang ditetapkan.

-

4. Penundaan Eksekusi -

Kondisi :

Perkara Permohonan Eksekusi Nomor 3/Pdt/Eks./2019, tanggal 10
__ Juli 2019, perlawanan penundaan eksekusi diajukan oleh salah
| seorang pihak dari perkara induk, yakni gugatan waris (Tergugat VII)
pada tanggal 17 Oktober 2019.
Kriteria :
Eksekusi pada prinsipnya tidak dapat ditunda kecuali ada
perlawanan dari pihak ketiga (Derden Verzet) atas dasar hak milik,
atau atas dasar alasan sebagaimana termuat dalam Pasal 207 HIR.
Sebab :
Pihak yang merasa berkepentingan sendiri yang mengajukan
permohonan penundaan, Pengadilan tidak dapat menolak
perkaranya untuk didaftar sebagai perlawan penundaan eksekusi’
Akibat :
Pelayanan eksekusi kepada pemohon eksekusi mengalami

penundaan karena adanya perlawanan untuk penundaan eksekusi/

5. Pengarsipan

Kondisi :

Terdapat pengelompokkan arsip perkara per tahun, sejak arsip
perkara tahun 1972 sampai dengan arsip perkara sebagian tahun
2019, namun belum diberi tanda khusus, seperti arsip perkara yang
sudah berusia lebih dari 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun, arsip
perkara yang dinilai memiliki nilai sejarah dan arsip perkara yang
menarik perhatian publik.
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Kriteria,

Memisahkan arsip berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk
dihapus (30 tahun), menympan dan memisahkan arsip yang
dipandang punya nilai sejarah atau cukup menarik perhatian publik (
Vide Buku I, hal 43, Edisi Tahun 2013).

Sebab :

Kurangnya petunjuk dari atasan petugas yang bertanggurang jawab

_—

dan kurang memadainya ruang arsip perkara/

Akibat :

Pencarian arsip berkas perkara harus memerlukan waktu yang
cukup, tidak akan semudah jika sudah dikelompokkan dan

' dipisahkan;

6. Keuangan Perkara

Kondisi :

Dari Penutupan Buku Kas, terdapat uang konsinyasi sejumlah
Rp1.253.807.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga ribu
delapan ratus tujuh ribu rupiah), yang ketika ditanyakan kepada
panitera, belum diketahui milik perkara nomor berapa.

Kriteria :

Pola Bindalmin, tentang Pola Keuangan Perkara, uang konsinyasi
tercatat dalam Buku Register Konsinyasi dengan alur dari mana dan
perkara nomor berapa.

Sebab :

Petugas kasir kurang cermat dalam menjalankan tupoksinya
Akibat :

Terdapat ketidakjelasan uang tersebut milik siapa dan nomor
perkara berapa, ini berdampak pada menumpukan jumlah uang

dalam saldo bank.

7.. Penyelesaian perkara lebih dari lima bulan

Kondisi :
e
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Terdapat 19 perkara yang penyelesaiannya melebihi lima bulan
(Lampiran 11)
Kriteria :
Perma Nomor 2 tahun 2014;
Sebab : -
: Setiap perkara memiliki kasus dan bobot yang berbeda
Akibat :
Penyelesaian perkara memakan waktu lama, ada yang sampai satu

tahun belum putus;

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Kondisi:
Perkara No. 2905/Pdt.G/2019/PAJB (cerai talak) dan No.
3009/Pdt.G/2019/PAJB (cerai talak), putus 12 November 2019:
Perkara No. 2895/Pdt.G/2019/PAJB (cerai talak), 2947/Pdt.G/2019/
PAJB (cerai gugat), 3200/Pdt.G/2019/PAJB (cerai gugat),
3234/Pdt.G/2019/PAJB (cerai gugat), putus 11 November 2019)
Ketika dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 November 2019,

belum diminutasi sempurna (belum dijahit)

Kriteria :

- Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, Edisi Revisi;

Sebab :

- Kurangnya SDM dalam menyelesaikan minutasi secara tuntas:

Akibat :

- Administrasi persidangan kurang rapi .

2. Kondisi :
Perkara No.335/Pdt.G/2019/PAJB (Pengesahan Perkawinan)
Terdapat perbaikan posita, tetapi tidak tercantum dalam BAS.
Kriteria :
- Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
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Peradilan Agama, Edisi Revisi;

Sebab :

- Ketua Majelis kurang teliti dan cermat dalam menyelesaikan
tugas penanganan perkara;

Akibat :

- Administrasi persidangan tidak sesuai fakta dan akan

berpengaruh dalam pembuatan putusan:

3. Kondisi:
Perkara No. 369/Pdt.G/2019 (Dispensasi Kawin)
e Dalam pertimbangan hukum, hanya mengaitkan dalam
persolan hamilnya anak Pemohon;
e Dalam duduk perkara, dan pertimbangan hukum serta dalam
amar putusan, berbeda-beda arah(tidak saling mendukung)

e Amar putusan secara tersurat nampak kedua calon mempelai

adalah wanita;

Kriteria :

- Hukum Acara Perdata, dimana seharusnya amar menjawab
petitum., yakni Posita harus mendukung petitum, sedangkan

petitum adalah alasan adanya amar, sehingga amar menjawab

petitum;

Sebab :

- Ketua Majelis kurang teliti dan cermat dalam menyelesaikan
tugas penanganan perkara;

Akibat :

- Amar putusan tidak benar (tidak menjawab petitum)

4. Kondisi:
Perkara No. 716/Pdt.G/2019/PAJB (Pembatalan Hibah)
* Sudah 12 kali sidang;

* Terdapat kesalahan dalam mendudukan pihak, sementara

pihak Tergugat | adalah notaris tidak dapat digugat sebagai

R
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Tergugat | di Pengadilan agama kecuali di pengadilan lain

(Tata Usaha Negara).

Kriteria :
- UU No.7 Tah‘un 1989 dan berubahannya

Sebab : -

- Ketua Majelis kurang teliti dan cermat, hanya memahami jenis
perkara, yakni hibah, padahal posita pokok dan petitum
pokoknya adalah pembatalan akta hibah yang dibuat oleh
notaris (Tergugat I);

Akibat :

- Perkara berlarut-larut, sementara pemeriksaannya dilakukan
untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pokok perkara
tersebut, padahal pokok perkara tidak dapat diperiksa karena

berhubungan erat dengan produk notaris.
D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

Mengawali acara binwas, telah dilaksanakan Pemeriksaan Kas
Keuangan DIPA dan telah dibuatkan berita acara penutupannya.
(Lampiran 3), dan Daftar Hadir Hakim dan Karyawan Berdasarkan
Finger Scan pada tanggal 12 — 14 November 2019 (Lampiran 4);

Bidang Umum dan Keuangan
1. Pemotongan PPN (Pajak Penambahan Nilai) 10%

Kondisi :

- Tanggal 22 - 01 - 2019 nomor bukti 000006, Belanja
Keperluan sehari hari perkantoran berupa refil unit
Biospray untuk periode pemakaian bulan Januari 2019
pada CV. Eka Jaya sebesar Rp. 1.087.500., satu juta
atau lebih bendahara sebagai pemungut pajak harus
memungut pajak ppn 10%:

- Tanggal 01 -02 - 2019 nomor bukti 000025, Belanja
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barang persedian barang konsumsi berupa pembelian
tonner refill dan original HP 17 A pada Toko Tekno Sindo
sebesar Rp. 1.235.000.,

- Tanggal 12 - 02 - 2019 nomor bukti 000044, belanja
barang -persedian konsumsi berupa pembelian alat-alat
tulis kantor pada Dana ATK sebesar Rp. 1.909.250.,

- Tanggal 18 - 02 -2019 nomor bukti 000049, belanja
barang persedian barang konsumsi berupa pemelian BOx

_—

File Ordner dan lain lain pada Dana ATK sebesar Rp.

} 1.707.800.,

- Tanggal 04 - 02 - 2019 nomor bukti 000030, pemeliharaan
gedung kantor berupa pembelian peralatan pembersih
saluran kran air pada Usaha Mandiri sebesar Rp.
1.229.500.,

- Tanggal 25 - 02 - 2018 nomor bukti 000054, belanja
barang persediaan barang konsumsi berupa pembelian
kertas HVS A4 70 gram pada Ghisa Abadi sebesar Rp.
1.800.000.,

- Tanggal 26 - 02 - 2019 nomor bukti 000064, belanja
konsumsi berupa pembelian snack sebanyak 100 dus utuk

kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
panitera pengganti tanggal 15 - 02 - 2019 sebesar Rp
2.000.000.,

- Tanggal 26 - 02 - 2019 nomor bukti 000061, belanja
barang persedian barang konsumsi berupa pembelian
ordner pada Ghisa Abadi sebesar Rp. 1.980.000.,

- Tanggal 28 - 02 - 2019 nomor bukti 000072, belanja
barang persedian barang konsumsi berupa pembelian
keset dan lain lain pada toko Budi Usaha sebesar
1.989.000.,

- Tanggal 28 - 02 - 2019 nomor bukti 000075, Biaya

keperluan sehari hari perkantoran berupa biaya refiil unit

Biospray untuk pemakaian bulan Februari 2019 pada CV.
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barang persedian barang konsumsi berupa pembelian
tonner refill dan original HP 17 A pada Toko Tekno Sindo
sebesar Rp. 1.235.000.,

- Tanggal 12 - 02 - 2019 nomor bukti 000044, belanja
barang .persedian konsumsi berupa pembelian alat-alat
tulis kantor pada Dana ATK sebesar Rp. 1.909.250.,

- Tanggal 18 - 02 -2019 nomor bukti 000049, belanja

barang persedian barang konsumsi berupa pemelian BOx

gy

File Ordner dan lain lain pada Dana ATK sebesar Rp.
1.707.800.,

- Tanggal 04 - 02 - 2019 nomor bukti 000030, pemeliharaan
gedung kantor berupa pembelian peralatan pembersih
saluran kran air pada Usaha Mandiri sebesar Rp.
1.229.500.,

- Tanggal 25 - 02 - 2019 nomor bukti 000054, belanja
barang persediaan barang konsumsi berupa pembelian
kertas HVS A4 70 gram pada Ghisa Abadi sebesar Rp.
1.800.000.,

- Tanggal 26 - 02 - 2019 nomor bukti 000064, belanja
konsumsi berupa pembelian snack sebanyak 100 dus utuk
kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
panitera pengganti tanggal 15 - 02 - 2019 sebesar Rp
2.000.000.,

- Tanggal 26 - 02 - 2019 nomor bukti 000061, belanja
barang persedian barang konsumsi berupa pembelian
ordner pada Ghisa Abadi sebesar Rp. 1.980.000.,

- Tanggal 28 - 02 - 2019 nomor bukti 000072, belanja
barang persedian barang konsumsi berupa pembelian
keset dan lain lain pada toko Budi Usaha sebesar
1.989.000.,

- Tanggal 28 - 02 - 2019 nomor bukti 000075, Biaya

keperluan sehari hari perkantoran berupa biaya refiil unit

3 Biospray untuk pemakaian bulan Februari 2019 pada CV.
—
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Eka Jaya sebesar Rp. 1.087.500.,
Tanggal 28 - 02 - 2019 nomor bukti 000076, Keperluan

sehari - hari perkantoran berupa pembelian bunga plastik

pada Cha-cha sebesar 1.950.000.,

Tanggal 28 - 02 -2019 nomor 000074, Biaya pemeliharaan

} halaman gedung kantor berupa pembelian pohon untuk
taman pada Rizky Florist sebesar Rp. 1.935.000.,

Ketika dilakukan pemeriksaan, pembelian pembelian tersebut

bendahara pengeluaran tidak melakukan pemotongan/

pemungutan penerimaan negara berupa pajak pertambahan
nilai (PPN) sebesar 10 % dari pembayaran yang dilakukan.
Kriteria :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan negara dan belanja
negarapada pasal 24 ayat 2d serta Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 154/PMK.03/2010 tentang Pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pembelian dengan nama atau
bentuk apapun yang diterima/diperoleh bendahara wajib

menyetor kekas Negara .

Sebab :
Bendahara Pengeluaran masih kurang memahami tentang

aturan 190/PMK.05/2012 dan 154/PMK.03/2010 .

Akibat :
Berdampak Negara tidak mendapakan hak nya dari sektor

pajak dimaksud.

2. Pembayaran Transport Lokal

Kondisi :
- Tanggal 25 - 02 - 2019 nomor bukti 000058, Pembayaran

Transport Lokal dalam kota ke PTA DKI Jakarta tanggal 20

Februari  2019dalam rangka mengikuti  Sosialisasi




Implementasi E-Register perkara dan E-Keuangan atas
nama Takdir Hari Muki, Amd.

- Tanggal 29 - 01 - 2019 nomor bukti 000017, Pembayaran
Transport lokal dalam kota ke KPKNL atas nama Takdir
Hari Mukti, Amd.,

- Tanggal 23 - 05- 2019 nomor bukti 000150, Pembayaran
Transport lokal dalam kota ke PTA DKI Jakarta tanggal 21
Mei 2019 atas nama Takdir Hari Mukti, Amd

- Tanggal 27 - 05 - 2019 nomor bukti 000153, pembayaran
transport lokal dalam kota ke PTA DKI Jakarta atas nama
Takdir Hari Mukti, Amd,

- Tanggal 24 - 06 - 2019 nomor bukti 000176, pembayaran
transport lokal dalam kota ke KPKNL Jakarta tgl 19 Juni
2019 atas nama Takdir Hari Mukti, Amd.

Ketika dilakukan pemeriksaan, Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) menyetujui bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan
pembayaran transport lokal tersebut kepada pegawai yang
telah mendapatkan penunjukkan penggunaan kendaraan dinas
kantor.

Kriteria :

Surat Edaran Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembayaran Dan
Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Bagi Aparatur Negara
Yang Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas Dilingkungan

Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya.

Sebab :

PPK dan Kasub Umum dan Keuangan tidak ada koordinasi
dalam pembuatan surat penunjukkan kendaraan dinas yang
mengakibatkan pejabat pembuatan komitmen  menerbitkan
surat perintah bayar.

Akibat :

Terdapat perbedaan dalam penerapan.
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3. Pengadaan Barang dan Jasa

Kondisi
Dokumen pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PPK

Pengadilan Agama Jakarta Barat belum ada berita acara serah
terima pekerjaan dari PPK ke Kuasa Pengguna Anggaran;

Kriteria
Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah

Sebab
Pejabat Pembuat Komitmen belum mengetahui Peraturan

Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Akibat
Administrasi pengadaan barang dan jasa belum lengkap

I. PELAYANAN PUBLIK
Pada umumnya pelayanan publik sudah baik. Hal initerlihat
dari sejak kedatangan para pihak di ruang PTSP, ruang posbakum,
ruang-tunggu yang nyaman dan bersih, juga tersedia ruang laktasi dan
bermain anak, tempat disabilitas, kantor Pos, ruang parkir yang luas dan
taman yang indah, didukung jaminan keamanan yang memadai Juga

tersedia kotak saran dan meja pengaduan.
J. IMPLEMENTASI SIPP

1. Keadaan Perkara
Kondisi:
Pengadilan Agama Jakarta Barat sudah menggunakan SIPP
versi terbaru yakni 3.2.0-6. Mulai bulan Juli 2019 seluruh
Pegawai sudah menjadi user. Antara Laporan bulan Juli
dengan SIPP Bulan Juli sudah mendekati kesamaan data,

hanya selisih 1 perkara
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Kriteria;
SK KMA Nomor 144/KMA/SK/I1/2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan jo. SK KMA Nomor 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi

Pengadilan
Surat Badilag Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 Tentang

Implementasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan

Agama
Perma Nomor 3 Tahun 2018 jo SK Dirjen Badilag MARI,

Nomor 1294/ DjA/HK.00.6/SK/05/2018Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara

Elektronik;

Sebab:
Terdapat kelalaian petugas;

Akibat:
Masih dijumpai ketidaksamaan data;

K. Implementasi Web Site
Jumlah konten sudah sesuai dengan Standart Konten Badilagm

namun mengenai isi masih ditemukan ketidakakuratan dan

keavalidan data/berita.

L. Implementasi Sembilan Aplikasi Unggulan

Digunakan Update Petugas Monitor | Keterangan
Data per | Admin/user ing
A T tanggal
Notifikasi Belum . - - Masih proses
Perkara instalasi

Informasi Sudah 12-11-2019 | Takdir HariMukti | Belum | Dikirim oleh
Yedi Anshori Badilag akhir

Oktober 2019




E} Antrian Sudah 12-11-2019 | TakdirHariMukti | Belum | Dikirim oleh
Sidang Yedi Anshori Badilag akhir
Oktober 2019
4, Data Sudah 12-11-2019 Takdi_f Hari Mukti Belum Dikirim oleh
Kemiskinan . Yedi Anshori Badilag akhir
Oktober 2019
5. Command Sudah 12-11-2019 Takdir Hari Mukti Belum Dikirim oleh
Center Yedi Anshori Badilag akhir
Oktober 2019
6. e-Eksaminasi Sudah 12-11-2019 Takdir Hari Mukti Belum Dikirim oleh
Yedi Anshori Badilag akhir
Oktober 2019
7. e-Keuangan Sudah 12-11-2019 | TakdirHariMukti | Belum | Dikirim oleh
Yedi Anshori Badiiag akhir
Oktober 2019
8. e-Registasi Sudah 12-11-2019 | Takdir HariMukti | Belum | Dikirim oleh
Yedi Anshori Badilag akhir
Oktober 2019
9. e-PNBP Sudah 12-11-2019 Takdir Hari Mukti Belum Dikirim oleh
Yedi Anshori Badilag akhir
Oktober 2019
M. Pelaksanaan Perkara Eksekusi
(Lampiran 12)
-=====---00000---------







BAB lli
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

! A. Manajemen Pradilan

Secara umum, pengaturan di Pengadilan Agama Jakarta Barat telah
berjalan dengan baik. Terdapat harmonisasi empat pilar peradilan,
ketua, wakil ketua, panitera dan sekretaris. Mohon dipertahankan.

B. Administrasi Perkara
Penyelenggaraan administrasi perkara pada umumnya sudah baik,
namun masih perlu perbaikan dan penyempunaaan serta perhatian
secara serius, khususnya dalam keberadaan uang konsinyasi yang
berjumlah Rp1.253.807.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga
ribu delapan ratus tujuh ribu rupiah);

C. Administrasi Persidangan
Penyelenggaraan administrasi persidangan pada umumnya sudah
berjalan dengan baik, namun masih terdapat kekurangtelitian, kekurang

cermatan dan kekurangrapian.

D. Administrasi Kesekretariatan
Dalam pelaksanaan administrasi keuangan pada Pengadilan Agama
Jakarta Barat sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat
kekurangtelitian, kekurangcermatan dan kurang mengikuti perubahan
Peraturan yang ada.

= Pelayanan Publik

Pelayanan publik di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada umumnya
Sudah baik dan memadai;
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F. Implementasi SIPP.
Penggunaan aplikasi SIPP yang terdapat meningkatan yang baik,
sudah ada kesesuaian dengan data, walau masih terdapat sedikit

selisih.

! G. Implementasi Web Site
Masih dijumpai ketidakvalidan dan ketidakakuratan data;

H. Implementasi 9 Aplikasi Unggulan
Sudah ada di Pengadilan Agama Jakarta Barat kecuali Aplikasi

Notifikasi Perkara, yang sedang dalam proses instalasi:

l. Pelaksanaan Perkara Ekesekusi
Terdapat sembilan perkara yang dimohonkan eksekusi yang masih

dalam proses dan terdapat perkara yang permohonan eksekusinya

sudah 1 tahun belum selesai;

--------- 00000 —=mrsees
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BAB IV
REKOMENDASI

Berdasarkan  kesimpulan tersebut di atas maka kami

—_—

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

A. Bidang Manajemen Peradilan.
Kondisi yang sudah ada mencerminkan pola manajemen yang sudah

benar, sehingga patut untuk dipertahankan:

B. Bidang Administrasi Perkara

1) Pedomani hukum acara dan peraturan yang terkait lainnya

2) Seluruh Buku Register harus ditutup setiap bulan dan
ditandatangani oleh petugas dan panitera

3) Buku Register Banding untuk bulan Oktober 2019 agar
dilakukan penutupan, dan dilanjutkan dengan pembukaan
kembali untuk bulan berikutnya.

4) Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus
sudah diberitahukan kepada pihak lawan, dan pemberitahuan
inzage sudah harus dikirim tanpa menunggu adanya memori
banding;

) Agar Majelis Hakim cermat memahami mendalami alasan

perlawanan penundaan eksekusi, adakah beralasan hukum
atau tidak beralasaan hukum, sehingga pelaksaan eksekusi
dapat segera dilaksanakan :

6) Direncanakan penghapusan berkas arsip perkara yang telah
memenuhi syarat penghapusan

7) Telusuri dan temukan keberadaan uang konsinyasi yang
tercantum dalam buku konsinyasi sejumlah
Rp1.253.807.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga
ribu delapan ratus tujuh ribu rupiah)

R
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C. Bidang Administrasi Persidangan
1) Setiap perkara yang ditangani harus dilakukan secara
professional dan harus sudah dilakukan minutasi secara
sempurna sampai kepada penjahitan oleh Panitera Penggnti
yang bersangkutan; N
2) Amar adalah rumusan dari adanya petitum, bisa menolak,

mengabulkan atau NO;

3) Dalam menangani setiap perkara, terlebih dahulu dilihat
posita dan petitumnya, jangan terpengaruh dengan jenis
perkara yang diajukan oleh pihak;

4) Amar putusan harus sesuai dengan pertimbangan hukum.
Dan pertimbangan hukum bersumber dari posita yang sudah

dikonstatir;

D. Bidang Keuangan dan Umum

1) Kepada Bendahara sebagai pemungut pajak harus memungut
dan menyetor pajak PPn 10% dari tiap belanja barang di atas
satu juta atau lebih.

2) Lakukan perbaikan tentang pembayaran transport lokal sesuai
aturan yang ada. Apabila temuan tentang pembayaran
transport lokal ternyata dikemudian hari menimbulkan
kerugian negara maka harus dipertanggungjawabkan

3) Kepada PPK selalu mengikuti perubahan peraturan

pengadaan barang dan jasa

E. Implementasi Web Site
Dijaga kevalidan dan keakuratan data/berita;

F. Implementasi 9 Aplikasi Unggulan
Tgrhadap 9 Aplikasi Unggulan sedapat mungkin dapat diterapkan
sesuai'dengan petunjuk Dirjen Badilag dan aktif berkomunikasi
dengan Ditjen Badilag;
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G. Pelaksanaan Perkara Ekesekusi
Untuk perkara yang dimohonkan eksekusi (ada 9 perkara), supaya
: dipahami kendalanya dan dicari solusinya untuk mendapatkan

i- penyelesaian sesuai dengan kontrak kinerja (ada progres).

_—

000
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BAB V
PENUTUP

Demikian hasil pembinaan dan pengawa-san oleh Tim Hatibinwasda
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk dapat ditindaklanjuti oleh
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat dan hasilnya segera disampaikan
kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Jakarta, 14 November 2019
Tim Hatibinwasda Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

—

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.
Sebagai Ketua

2. Drs. H. U.Syihabuddin, S.H., M.H.
Sebagai Anggota

0

Nastiti Dewi, S.H.
Sebagai Sekretaris |

5. Abdul Haris Rangkuti, S.E., M.M..
Sebagai Asisten

000




